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ABSTRAK 

ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA 
(PHK) SECARA LISAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK 

(Studi Putusan Nomor 135/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn) 
David Marpaung 

198400199 
Pengusaha dalam melakukan PHK harus berdasarkan alasan-alasan yang terdapat 
dalam undang-undang dan tidak dilakukan secara sepihak. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengkaji mengenai prosedur PHK menurut Undang-Undang 
Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja, perlindungan hukum terhadap 
tenaga kerja yang mengalami PHK secara lisan melalui media elektronik dan 
pertimbangan hukum hakim terkait PHK terhadap tenaga kerja dalam putusan 
Nomor 135/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif 
yang bersifat deskriptif analisis. Metode pengumpulan data melalui wawancara dan 
studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, prosedur PHK menurut Undang- 
Undang Ketenagakerjaan yaitu wajib dirundingkan oleh pengusaha dengan 
pekerjanya langsung. Jika perundingan tidak menghasilkan kata sepakat, pengusaha 
hanya dapat melakukan PHK setelah memperoleh penetapan lembaga penyelesaian 
perselisihan hubungan industrial atau pengadilan, sedangkan prosedur PHK dalam 
Undang-Undang Cipta Kerja bahwa PHK tidak harus melalui penetapan Pengadilan 
Hubungan Industrial. Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang mengalami 
PHK secara lisan melalui media elektronik terdapat pada Pasal 156 Undang- 
Undang Cipta Kerja. Pertimbangan hukum hakim terkait PHK terhadap tenaga 
kerja secara lisan melalui media elektronik dalam putusan Nomor 135/Pdt.Sus- 
PHI/2023/PN Mdn didasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang ada, alat bukti 
maupun keterangan saksi untuk mendapatkan fakta hukum dalam persidangan, 
sehingga akhirnya majelis hakim menyatakan bahwa PHK tersebut tidak sah karena 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 

 
Kata Kunci: Pemutusan Hubungan Kerja, Secara Lisan, Media Elektronik. 
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ABSTRACT 

LEGAL ANALYSIS OF ORAL TERMINATION OF EMPLOYMENT (PHK) 

VIA ELECTRONIC MEDIA 

(Study Decision Number 135/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn) 

David Marpaung 
198400199 

 
Employers in carrying out layoffs must be based on the reasons contained in the 
law and not carried out unilaterally. This research aims to examine layoff 
procedures according to the Employment Law and Job Creation Law, legal 
protection for workers who experience layoffs verbally via electronic media and the 
judge's legal considerations regarding layoffs of workers in decision Number 
135/Pdt.Sus-PHI/2023 /PN Mdn. This type of research is normative juridical which 
is descriptive analysis. Data collection methods through interviews and literature 
study. Based on the research results, layoff procedures according to the 
Employment Law must be negotiated by employers with their workers directly. If 
negotiations do not result in an agreement, employers can only carry out layoffs 
after obtaining a determination from an industrial relations dispute resolution 
institution or court, whereas the layoff procedure in the Job Creation Law states 
that layoffs do not have to go through a determination by the Industrial Relations 
Court. Legal protection for workers who experience layoffs verbally via electronic 
media is contained in Article 156 of the Job Creation Law. The judge's legal 
considerations regarding layoffs of workers verbally via electronic media in 
decision Number 135/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn are based on existing legal rules, 
evidence and witness statements to obtain legal facts in the trial, so that Finally, 
the panel of judges stated that the layoffs were invalid because they were contrary 
to statutory regulations. 

 
Keywords: Termination of Employment, Verbal, Electronic Media. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Indo jnesia adalah negara hukum yang memiliki ko jnstitusi berupa Undang- 

Undang Dasar Negara Republik Indo jnesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut 

Undang-Undang Dasar 1945) yang dijadikan suatu landasan untuk dapat 

melindungi hak-hak dan kewajiban pero jrangan maupun badan hukum sehingga 

bentuk perlindungan terdapat dalam isi aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah.1 

Ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan 

bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak 

bagi kemanusiaan” atas dasar tersebut semua warga negara Indo jnesia mendapatkan 

hak atas pekerjaan dan kelayakan hidup yang diberikan o jleh negara karena pada 

dasarnya kebutuhan manusia yang paling mendasar untuk bertahan hidup itu adalah 

terpenuhinya sandang, pangan, dan papan, karena setidaknya jika ketiga unsur 

tersebut sudah terpenuhi manusia dapat dikatakan sejahtera. Selanjutnya dalam 

Pasal 28 D ayat (2) menyatakan “setiap ojrang berhak bekerja dan mendapatkan 

imbalan dan perlakuan adil dan layak dalam hubungan kerja”. Undang-Undang 

Dasar 1945 menyatakan dengan tegas bahwa hak atas pekerjaan merupakan salah 

hak asasi manusia yang tidak dapat diabaikan.2 Oleh sebab itu untuk memenuhi 

unsur-unsur sandang, pangan, dan papan tersebut manusia harus melakukan 

1 Anissa Rizky Salsabila, “Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Terhadap Pekerja Yang 
Terkena Phk di Masa Pandemi Covid-19 di Karawang,” Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Agustus 
8 (12) 2022, hal. 453. 

2 Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, 
hal. 6. 

1 
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pekerjaan yang dimana akan mendapatkan penghasilan untuk memenuhi ketiga 

unsur tersebut, baik dengan membuka usaha sendiri atau dengan bekerja dengan 

pihak lain dengan mendapatkan upah atau imbalan. 

Pada Tahun 2003 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nojmojr 
 

13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (selanjutnya disebut Undang-Undang 

Ketenagakerjaan) yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi tenaga kerja. 

Dalam hukum ketenagakerjaan, pekerja adalah setiap ojrang yang bekerja pada 

ojrang lain dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Imbalan dalam 

bentuk lain yang dimaksud adalah berupa barang atau benda yang nilainya 

ditentukan atas dasar kesepakatan pekerja dan pengusaha. Dengan demikian 

siapapun yang bekerja pada ojrang lain dengan ko jmpensasi mendapatkan upah, 

dia adalah pekerja/buruh/karyawan.3 

Berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Ketenagakerjaan 

menyebutkan bahwa hubungan kerja sebagai hubungan antara pengusaha dengan 

pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, 

upah, dan perintah. Hubungan kerja merupakan suatu hubungan antara pengusaha 

dengan pekerja yang timbul dari perjanjian kerja yang diadakan untuk waktu 

tertentu maupun waktu tidak tertentu. Hubungan kerja disebut juga hubungan 

perburuhan atau hubungan industrial.4 Dalam setiap hubungan kerja akan ada suatu 

tahap dimana hubungan kerja akan berakhir atau diakhiri o jleh salah satu pihak. 

 
 

3 Arofatus Siddiqiyah, “Tinjauan Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja (Phk) Secara Lisan 
Terhadap Nakhoda Kapal PT.Internusa Bahari Persada (Studi Kasus MA Nomor 52 
K/PDT.SUS.PHI/2018)”, National Journal of Law, Vol. 2 No. 1, Maret 2020, hal. 153 

4 Aries Harianto, Hukum Ketenagakerjaan: Makna Kesusilaan Dalam Perjanjian Kerja, 
Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016, hal. 194. 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 13/5/25 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)13/5/25 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

David Marpaung - Analisis HukumTerhadap Pemutusan Hubungan...



3  

 
Berdasarkan hal tersebut di atas sering terjadi perselisihan antara pengusaha 

dengan pekerja. Perselisihan tersebut merupakan suatu hal yang lumrah karena 

telah menjadi kojdrat manusia. 

Mengenai kojnflik Pemutusan Hubungan Kerja pada dasarnya adalah adanya 

ketidaksepakatan antara kedua belah pihak mengenai peristiwa Pemutusan 

Hubungan Kerja secara sepihak yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang- 

Undang Ketenagakerjaan, sehingga menyebabkan timbulnya kojnflik karena hak- 

hak salah satu pihak yang dijamin o jleh hukum dihilangkan o jleh pemutusan 

hubungan kerja tersebut. 

Pemutusan Hubungan Kerja didefinisikan sebagai berhentinya hubungan 

kerja secara permanen antara perusahaan dengan karyawannya, sebagai perpisahan 

antara perusahaan dan pekerja, perpindahan tenaga kerja dari dan ke perusahaan 

lainnya atau berhentinya karyawan dari perusahaan yang mengupahnya dengan 

berbagai alasan. Terdapat dua tipe pemutusan hubungan kerja yaitu pemutusan 

hubungan kerja sukarela atau yang diprakarsai karyawan (vojluntary turnojver), dan 

pemutusan hubungan kerja terpaksa atau yang diprakarsai o jleh ojrganisasi. 

Terjadinya pemutusan hubungan kerja merupakan suatu hal yang tidak dikehendaki 

o jleh perusahaan, karena perusahaan akan mengalami kerugian. Pemutusan 

Hubungan Kerja yang terjadi merugikan perusahaan baik dari segi biaya, sumber 

daya, maupun mojtivasi karyawan. Pemutusan Hubungan Kerja yang terjadi 
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menyebabkan perusahaan kehilangan tenaga kerja yang menyebabkan perusahaan 

harus merekrut tenaga kerja baru.5 

Mengenai Pemutusan Hubungan Kerja itu sendiri secara khusus juga diatur 

dalam Undang-Undang No jmo jr 2 Tahun 2002 tentang Penyelesaian perselisihan 

Hubungan Industrial. Ada 4 jenis perselisihan hubungan industrial yaitu : 

1. Perselisihan Mengenai Hak 
 

2. Perselisihan Kepentingan 

3. Perselisihan pemutusan hubungan kerja 

4. Perselisihan antara serikat pekerja6 

Pengusaha dalam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja harus 

berdasarkan alasan-alasan yang terdapat dalam undang-undang dan tidak dilakukan 

secara sepihak, melainkan harus dirundingkan terlebih dahulu o jleh kedua belah 

pihak yang bersangkutan didalamnya yaitu antara pengusaha dan pekerja/buruh. 

Alasan-alasan Pemutusan Hubungan Kerja yang diijinkan ojleh undang-undang 

yaitu: 

1. Apabila pekerja/buruh melakukan pengajuan pengunduran diri yang 

didasarkan atas kemauannya sendiri dalam bentuk tertulis dan tentu saja 

tanpa adanya pengaruh atau tekanan dari pihak lain baik dari pengusaha 

maupun rekan kerjanya; 

 
 
 

 
5 Mawey Z. Alfa, dkk, 2016, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemutusan Hubungan 

Kerja Karyawan Pada PT. PLN (Persero) Rayon Manado Utara”, Jurnal EMBA, Vol.4 No.1 Tahun 
2016,, hal. 263 

6 Lalu Husni, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018, 
hal. 121. 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 13/5/25 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)13/5/25 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

David Marpaung - Analisis HukumTerhadap Pemutusan Hubungan...



5  

 
2. Apabila pekerja/buruh telah mencapai usia pensiun yang seharusnya sesuai 

dengan apa yang ditentukan sebelumnya dalam perjanjian kerja ataupun 

sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang; 

3. Apabila pekerja/buruh wafat atau meninggal dunia; 
 

4. Apabila pekerja/buruh melakukan kesalahan berat seperti cojntojhnya 

melakukan penipuan, memberikan keterangan yang tidak benar, melakukan 

perbuatan asusila, membojcojrkan rahasia perusahaan, dll; 

5. Apabila perusahaan mengalami kemerojsojtan perekojnojmian atau kerugian 

yang berturut-turut; 

6. Apabila pekerja/buruh tidak melaksanakan kewajibannya seperti tidak 

bekerja dalam waktu yang lama tanpa pemberitahuan atau ko jnfirmasi pada 

pihak perusahaan terlebih dahulu; dan 

7. Apabila pekerja/buruh tertangkap tangan melakukan hal yang 

diperbojlehkan o jleh undang-undang maupun o jleh kebiasaan yang ada 

didalam masyarakat. 7 

Apabila Pemutusan Hubungan Kerja terjadi maka akan terjadi hak dan 

kewajiban dari masing-masing pihak, suatu perusahaan dibenarkan 

memberhentikan pegawai/buruh apabila sesuai dengan alasan dan projsedur yang 

sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, namun apabila suatu perusahaan 

memberhentikan pegawai/buruh secara sepihak atau tidak melakukan 

pemberhentian sesuai dengan projsedur maka perbuatan itu tidak dapat dibenarkan. 

 
7 I Gusti Ayu Dewi Suwantari, “Perlindungan Hukum Terhadap Para Pekerja Yang 

Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Karena Dampak Digitalisasi”, Jurnal Kerta Semaya Vol. 6 
No. 7 Tahun 2018, hal. 11-12. 
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Apapun alasan Pemutusan Hubungan Kerja, pro jsedur utama yang perlu ditempuh 

kedua belah pihak yakni melakukan musyawarah untuk mufakat atau yang 

disebut bipartit. Jika tidak selesai bisa meminta bantuan dinas tenaga kerja 

setempat dan memilih cara penyelesaian apakah menggunakan mediasi atau 

kojnsiliasi. Namun, jika projses itu tidak mempu menyelesaikan perselisihan upaya 

hukum bisa dilanjutkan ke pengadilan.8 

Salah satu kasus Pemutusan Hubungan Kerja K secara lisan yang pernah 

terjadi terdapat pada Putusan Nojmojr 135/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn. Dimana 

Penggugat adalah merupakan Karyawan Tergugat, yang telah bekerja sejak bulan 

September 2016 dengan jabatan terakhir sebagai teknisi dan mendapat upah setiap 

minggunya sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) atau 

perbulannya sebesar Rp.5.600.000,-(lima juta enam ratus ribu rupiah). 

Pada tanggal 27 Januari 2023, Penggugat di Pemutusan Hubungan Kerja 

o jleh Tergugat melalui Telepojn Seluler/HP tanpa dasar dan alasan yang jelas dan 

Penggugat dituding ojleh Tergugat telah melakukan kesalahan sehingga Tergugat 

seketika melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Penggugat. 

Penggugat tidak pernah mendapat surat pemberitahuan terlebih dahulu 

terutama pemberitahuan untuk dilakukannya pemutusan hubungan kerja atau 

setidak-tidaknya memberikan surat teguran atau peringatan kepada Penggugat jika 

Tergugat menganggap Penggugat ada membuat kesalahan, akan tetapi hal tersebut 

tidak dilakukan o jleh Tergugat. 

 
 

 
8 Arofatus Siddiqiyah, Op.Cit, hal. 154. 
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Saat Penggugat diberhentikan secara sepihak ojleh Tergugat, pihak Tergugat 

sama sekali tidak ada memberikan hak-hak Penggugat sebagaimana yang telah 

diamanatkan o jleh Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun Peraturan lain yang 

terkait pojsisi Penggugat selaku pekerja yang diberhentikan o jleh Tergugat. 

Penggugat juga telah melakukan Hubungan Industrial ini telah dilakukan upaya 

Bipartite dan Tripartit sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Lembaga 

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, namun tidak tercapai kesepakatan, 

maka dengan sangat berat hati akhirnya Penggugat mencari keadilan melalui 

pengadilan. 

Adapun yang menjadi hak-hak Penggugat sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan 

Pemerintah Noj. 35 Tahun 2021 yakni sebagai berikut : 

a. Uang Pesangojn 7 bulan upah x Rp.5.600.000,- = Rp.39.200.000,-(tiga puluh 

sembilan juta dua ratus ribu rupiah). 

b. Uang Penghargaan Masa Kerja 3 bulan upah x Rp.5.600.000,- = 

Rp.16.800.000,-(enam belas juta delapan ratus ribu rupiah). 

c. Uang Penggantian Hak berupa cuti tahunan yang belum diambil sebesar: 

Upah Rp.5.600.000,-/bulan : 25 hari kerja = Rp.224.000,- x 14 hari 

cuti/pertahuan = Rp.3.136.000,- x 6 tahun kerja = Rp.18.816.000,-(delapan 

belas juta delapan ratus enam belas ribu rupiah). 

d. Upah berjalan sejak bulan Januari 2023 s/d bulan Mei 2023 (gugatan 

didaftarkan) adalah sebesar Rp.5.600.000,- x 5 bulan = Rp.28.000.000,- 

(dua puluh delapan juta rupiah). 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 13/5/25 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)13/5/25 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

David Marpaung - Analisis HukumTerhadap Pemutusan Hubungan...



8  

 
e. Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2022 sebesar 

Rp.17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah). 

Dalam perkara ini, hakim menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap 

Penggugat tidak sah karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku dan menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan 

Tergugat sejak putusan ini diucapkan, serta menghukum Tergugat untuk membayar 

hak-hak Penggugat akibat pemutusan hubungan kerja sebesar Rp.114.016.000 

(seratus empat belas juta enam belas ribu rupiah). 

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini dirasa menarik untuk 

dilakukan, sehingga penelitian ini diberi judul “Analisis Hukum Terhadap 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Lisan Melalui Media Elektronik 

(Studi Putusan Nomor 135/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn).” 

1.2. Rumusan Masalah 
 

Untuk mempermudah pemahaman materi dan agar tidak menyimpang dari 

pojkojk permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka dalam penelitian 

ini perlu penyusunan permasalahan secara terperinci sebagai berikut : 

1. Bagaimana projsedur Pemutusan Hubungan Kerja menurut Undang-Undang 

Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No jmo jr 6 Tahun 2023 Tentang Cipta 

Kerja? 

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang mengalami 

PHK secara lisan melalui media elektrojnik? 
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3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terkait Pemutusan Hubungan Kerja 

terhadap tenaga kerja secara lisan melalui media elektrojnik dalam putusan 

No jmo jr 135/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn? 

1.3. Tujuan Penelitian 
 

Penelitian yang dilakukan ini mempunyai tujuan sebagai berikut: 
 

1. Untuk mengetahui dan mengkaji projsedur Pemutusan Hubungan Kerja 

menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No jmo jr 6 

Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. 

2. Untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum terhadap tenaga kerja 

yang mengalami PHK secara lisan melalui media elektrojnik. 

3. Untuk mengetahui dan mengkaji pertimbangan hukum hakim terkait 

Pemutusan Hubungan Kerja terhadap tenaga kerja secara lisan melalui 

media elektro jnik dalam putusan Nojmo jr 135/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn. 

1.4. Manfaat penelitian 
 

Melalui penelitian yang dilakukan ini, maka diharapkan dapat memberikan 

manfaat, yaitu : 

1. Manfaat Teojritis 
 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan info jrmasi yang bermanfaat 

dan cukup jelas bagi pengembangan disiplin ilmu hukum pada umumnya dan 

hukum pidana pada khususnya, terlebih mengenai pertanggungjawaban pidana 

terhadap pelaku tindak pidana manipulasi do jkumen elektrojnik. 

2. Manfaat Praktis 
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang 

berguna bagi penulis khususnya dan bagi pembaca secara umum mengenai 

pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana manipulasi 

dojkumen elektrojnik. 

 
 
 
 

1.5. Keaslian Penelitian 

Berdasarkan info jrmasi dan penelusuran yang dilakukan o jleh peneliti 

terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan di lingkungan Fakultas 

Hukum Universitas Medan Area, Perpustakaan Universitas Medan Area dan 

universitas lainnya melalui penelusuran melalui media internet yang berkaitan 

dengan judul penelitian ini, diantaranya: 

a. Pratiwi Ulina Ginting (2016), Universitas Medan Area, “Tinjauan yuridis 

terhadap tenaga kerja yang di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) secara 

sepihak dan tanpa ganti rugi dari perusahaan (studi tentang putusan perkara 

No jmo jr 33/G/2013/PHI.Mdn).” 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai peran lembaga Bipartit 

dan Tripartit dalam menyelesaikan sengketa PHK, Pertimbangan Hakim 

dalam memutuskan sengketa PHK sepihak dan tanpa ganti rugi dari 

perusahaan dan kendala dan hambatan dalam projses hukum PHI 

(Pengadilan Hubungan Industrial. 
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b. Ratu Annisa Zaskia, (2019), Universitas Sriwijaya Palembang, “Pemutusan 

Hubungan Kerja Disebabkan Pekerja Tidak Bersedia Di Mutasi (Analisis 

Putusan Noj.91/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Pbr).” 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pertimbangan hakim 

dalam menetapkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pekanbaru 

No jmo jr 91/Pdt.SusPHI/2017/PN.Pbr mengenai perkara pemutusan 

hubungan kerja yang disebabkan pekerja tidak bersedia di mutasi dan 

pro jsedur pemutusan hubungan kerja yang seharusnya di lakukan ojleh PT. 

Delimuda Nusantara terkait Putusan Pengadilan Hubungan Industrial 

Pekanbaru No jmo jr 91/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Pbr. 

c. Nadhila Farhana Ramadhania Innayatullah, (2023), Universitas Sriwijaya 

Indralaya, “Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Secara 

Sepihak (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nojmojr 822 K/PDT.SUS- 

PHI/2022 dan nojmojr 507 K/PDT.SUS-PHI/2022).” 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pertimbangan hukum 

hakim dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung No jmojr 822 K/Pdt.Sus- 

PHI/2022 mengenai PHK secara Sepihak yang dilakukan o jleh perusahaan 

dan No jmojr 507 K/Pdt.Sus-PHI/2022 mengenai PHK secara sepihak yang 

dilakukan ojleh pihak pekerja dan engapa Putusan Kasasi Mahkamah Agung 

No jmo jr 822 K/Pdt.SusPHI/2022 menyatakan PHK secara sepihak yang 

dilakukan o jleh perusahaan sah dan menghukum perusahaan untuk 

membayar ko jmpensasi kepada pekerja, sedangkan dengan Putusan Kasasi 

Mahkamah Agung Nojmojr 507 K/Pdt.Sus-PHI/2022 menyatakan PHK 
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secara sepihak ojleh pekerja adalah sah dan perusahaan tidak dihukum untuk 

membayarkan ko jmpensasi kepada pekerja. 

Berdasarkan ketiga judul penelitian diatas terdapat perbedaan dengan 

penelitian yang dilakukan ojleh peneliti. Ojleh karena itu penelitian ini dikategojrikan 

sebagai penelitian yang baru dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan, karena 

dilakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran, rasiojnal, ojbjektif, terbuka dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara keilmuan akademis. 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Tinjauan Umum Tentang Tenaga Kerja 
 

2.1.1. Pengertian Tentang Tenaga Kerja 
 

Bejrdasarkan kejtejntuan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Kejtejnagakejrjaan, 

tejnaga kejrja adalah sejtiap orang yang mampu mejlakukan pejkejrjaan guna 

mejnghasilkan barang dan/jasa, baik untuk mejmejnuhi kejbutuhan sejndiri maupun 

masyarakat. 9 Pengertian setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna 

mejnghasilkan barang dan/jasa, baik untuk mejmejnuhi kejbutuhan sejndiri maupun 

untuk masyarakat dapat mejliputi sejtiap orang yang bejkejrja dejngan mejnejrima upah 

atau imbalan dalam bejntuk lain atau sejtiap orang yang bejkejrja sejndiri dejngan tidak 

mejnejrima upah atau imbalan. 

Pejnge jrtian tejnaga ke jrja mejnurut Undang-Undang Ke jtejnagake jrjaan diatas 

sejjalan de jngan pejnge jrtian tejnaga ke jrja mejnurut konsejp kejtejnagake jrjaan pada 

umumnya sejbagaimana ditulis olejh Payaman J. Simanjuntak bahwa pejngejrtian 

 
9 Lalu Husni, Op.Cit, hal. 27. 
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se 10 

be 11 

se 14 

 
tejnaga kejrja atau manpowejr adalah mejncakup pejnduduk yang sudah atau sejdang 

bejkejrja, yang sejdang mejncari kejrja dan yang mejlakukan pejkejrjaan lain sejpejrti 

jkolah dan mejngurus rumah tangga. Tejnaga ke jrja mejliputi pejgawai nejgejri, 

pejkejrja formal, dan orang yang bejlum bejkejrja atau pejngangguran. Dejngan kata 

lain, pejnge jrtian tejnaga kejrja lejbih luas dari pada pejkejrja/buruh. Tejnaga kejrja itu 

sejndiri mejncakup buruh, pejgawai nejgejri baik sipil maupun swasta, karyawan. 

Sejmua istilah tejrsejbut mejmpunyai maksud dan tujuan yang sama yaitu orang 

jkejrja pada orang lain dan mejmpe jrolejh upah sejbagai imbalannya. 

Mejnurut kamus bejsar bahasa Indonejsia buruh adalah orang yang bejkejrja 

untuk orang lain dengan mendapatkan upah. 12 Sedangkan pengertian pekerja 

mejnurut kamus bejsar bahasa Indone jsia yang dimaksud dejngan pejkejrja adalah 

orang yang menerima upah atas hasil kerjanya.13 Sedangkan menurut Pasal 1 angka 

3 Undang-Undang Kejtejnagake jrjaan mejnyejbutkan bahwa pejkejrja/buruh adalah 
 

jtipa orang yang bejkejrja dan mejnejrima upah atau imbalan dalam bejntuk lain. 
 

Dari uraian tejrsejbut dapat dijejlaskan bahwa tejnaga kejrja yang sudah bejkejrja dapat 

disejbut pejkejrja/buruh. 

2.1.2. Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja 
 

Sejtiap tejnaga kejrja atau buruh mejmpunyai hak untuk mejmpejrolejh 

pejrlindungan. Mejnurut Undang-Undang Kejtejnagakejrjaan Pasal 86 ayat (1), 

 
 

 
 

 
 

hal 1. 

10 Ibid, hal. 28. 
11 Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, 

 
12 No Name, Pengertian Buruh, Dalam Kbbi.web.id/buruh, Diakses tanggal 9 Maret 2024. 
13 Ibid. 
14 Lalu Husni, Op.Cit, hal. 31. 

j j j j j j j 

j j j j j 
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j j              j j j 

 
mejnyejbutkan bahwa: “Sejtiap pejkejrja/buruh mejmpunyai hak untuk mejmpe jrolejh 

pejrlindungan atas : 

1. kejsejlamatan dan kejsejhatan kejrja; 
 

2. moral dan kejsusilaan; dan 
 

3. pejrlakuan yang sejsuai dejngan harkat dan martabat manusia sejrta nilai-nilai 

agama.” 

Mejnurut Darwan Prints, yang dimaksud dejngan hak di sini adalah sejsuatu 

yang harus dibejrikan kejpada sejsejorang sejbagai akibat dari kejdudukan atau status 

dari sejsejorang, sejdangkan kejwajiban adalah suatu prejstasi baik bejrupa bejnda atau 

jasa yang harus dilakukan oleh seseorang karena kedudukan atau statusnya.15 

Mejngejnai hak-hak bagi pejke jrja adalah sejbagai bejrikut : 
 

1) Hak mejndapat upah atau gaji (Pasal 1602 KUH Pejrdata, Pasal 88 sampai 

dejngan Pasal 97 Undang-Undang Kejte jnagake jrjaan; Pejraturan Pejme jrintah 

No. 8 Tahun 1981 tejntang Pejrlindungan Upah) 

2) Hak atas pejkejrjaan dan pejnghasilan yang layak bagi kejmanusiaan (Pasal 4 

Undang-Undang Kejtejnagakejrjaan) 

3) Hak be jbas mejmilih dan pindah pejkejrjaan sejsuai bakat dan kejmampuannya 

(Pasal 5 Undang-Undang Kejtejnagakejrjaan) 

4) Hak atas pejmbinaan kejahlian kejjuruan untuk mejmpejrolejh sejrta mejnambah 

kejahlian dan kejtejrampilan lagi (Pasal 9 – Pasal 30 Undang-Undang 

Kejtejnagakejrjaan) 

 

 
15 Darwin Prinst, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010, 

hal. 213. 
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5) Hak mejndapatkan pejrlindungan atas kejsejlamatan, kejsejhatan sejrta pejrlakuan 

yang sejsuai dejngan martabat manusia dan moral agama (Pasal 3 Undang- 

undang No. 3 Tahun 1992 tejntang Jamsoste jk) 

6) Hak mejndirikan dan mejnjadi anggota Pejrsejrikatan Tejnaga Kejrja (Pasal 104 

Undang-Undang Kejtejnagakejrjaan) 

7) Hak atas istirahat tahunan, tiap-tiap kali sejtejlah ia mejmpunyai masa ke jrja 12 

(dua bejlas) bulan bejrturut-turut pada satu majikan atau bejbejrapa majikan dari 

satu organisasi majikan (Pasal 79 Undang-Undang Kejtejnagakejrjaan) 

8) Hak atas upah pejnuh sejlama istirahat tahunan (Pasal 88-98 Undang-Undang 

Kejtejnagakejrjaan) 

9) Hak atas suatu pejmbayaran tahunan, bila pada saat diputuskan hubungan 

kejrja ia sudah mejmpunyai sejdikitnya ejnam bulan tejrhitung dari saat ia bejrhak 

atas istirahat tahunan yang tejrakhir, yaitu dalam hal bila hubungna kejrja 

diputuskan olejh majikan tanpa alsan-alasan mejndejsak yang dibejrikan olejh 

buruh, atau olejh buruh karejna alejsanalejsan mejndejsak yang dibejrikan olejh 

majikan (Pasal 150-172 Undang-Undang Kejtejnagakejrjaan) 

10) Hak untuk mejlakukan pejrundaingan atau pejnyejlejsaian pejrsejlisihan 

hubungan industrial mejlalui bipartit, mejdiasi, kosiliasi, arbitrase j dan 

pejnyejlejsaian mejlalui pejngadilan (Pasal 6-115 Undang-undang No. 2 Tahun 

2004) 

Mejnurut Pasal 79 sampai dejngan Pasal 86 Undang-Undang 

Kejtejnagake jrjaan, para pejkejrja dibejrikan hak-hak sejbagai bejrikut : 

1) Cuti tahunan 
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be 16 

j 

 
Cuti tahunan dibejrikan pada pejkejrja yang tejlah bejkejrja sejlama 12 bulan 

 
jrturut-turut. Lamanya cuti tahunan adalah 12 hari kejrja. 

 
2) Istirahat panjang 

 
Pejkejrja yang tejlah be jkejrja 6 tahun tejrus me jnejrus pada pejrusahaan yang sama, 

bejrhak me jndapatkan istirahat panjang sejlama 2 bulan. Istirahat panjang ini 

dilaksanakan pada tahun kej 7 dan tahun kej 8 dejngan masing-masing 

dilaksanakan selama 1 bulan.17 

3) Cuti haid 

Cuti yang dibejrikan kejpada pejkejrja pejrejmpuan yang mejrasa sakit pada hari 

pejrtama dan hari kejdua waktu haid (Pasal 81). 

4) Cuti hamil/bejrsalin/kejguguran 
 

Cuti yang dibejrikan pejada pe jkejrja pejrejmpuan 1,5 bulan sejbe jlum mejlahirkan 

dan 1,5 bulan sejtejlah mejlahirkan. Untuk kejguguran, cuti dibejrikan sejlama 1,5 

bulan sejtejlah ke jgugutan dejngan surat kejtejrangan doktejr kandungan atau 

bidan (Pasal 82). 

5) Cuti karejna alasan mejndejsak 
 

Pejngusaha wajib mejmbejrikan cuti pada pejke jrja karejna alasan mejndejsak. 
 

6) Bejrhak atas jaminan sosial tejnaga kejrja (jamsostejk) 
 

Jaminan sosial tejnaga kejrja (jamsostejk) adalah suatu pejrlindungan bagi tejnaga 

kejrja dalam bejntuk santunan bejrupa uang sejbagai pe jngganti sejbagian dan 

pejnghasilan yang hilang atau be jrkurang dan pe jlayanan sejbagai akibat 

 

 
16 Pasal 79 ayat (2) huruf c Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 
17 Pasal 79 ayat (2) huruf d Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 
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ke 18 

j 

 
pejristiwa atau kejadaan yang dialami olejh tejnaga ke jrja bejrupa kejcejlakaan 

kejrja, sakit, hamil, bejrsalin, hari tua dan me jninggal dunia (Pasal 86). 

Dari sudut tejnaga kejrja, mejmpunyai hak se jrta kejwajiban dalam pejlaksanaan 
 

jsejlamatan dan kejsejhatan tejnaga kejrja dalam mejlakukan pejkejrjaan adalah : 
 

a. Mejmbe jrikan kejtejrangan yang bejnar bila diminta olejh pejgawai pejngawas atau 

ahli kejsejlamatan kejrja. 

b. Mejmakai alat kejsejlamatan kejrja. 

c. Mejmejnuhi dan mejnaati pejrsyaratan kejsejlamatan di tejmpat kejrja. 

Hak-Hak tejnaga kejrja adalah : 

a. Mejminta kejpada pimpinan atau pejngurus pe jrusahaan tejrsejbut agar 

dilaksanakan sejmua syarat kejsejlamatan dan kejsejhatan kejrja yang 

diwajibkan di tejmpat kejrja yang bejrsangkutan. 

b. Mejnyatakan kejbejratan me jlakukan pejkejrjaan bila syarat kejsejlamatan dan 

kejsejhatan kejrja sejrta alat pejrlindungan diri yang diwajibkan tidak 

mejmejnuhi pejrsyaratan, kejsuali dalam batas-batas yang masih dapat 

dipertanggungjawabkan.19 

2.1.3. Klasifikasi Tenaga Kerja 
 

Tejnaga kejrja dapat diklasifikasikan kejdalam bejbejrapa jejnis, yaitu: 
 

a. Tejnaga Kejrja bejrdasarkan Pejnduduknya 
 

1) Tejnaga Kejrja 
 
 
 
 
 

 
18 Lalu Husni, Op.Cit, hal. 137. 
19 Ibid. 
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Tejnaga kejrja adalah sejluruh jumlah pejnduduk yang dianggap dapat bejke jrja 

dan sanggup bejkejrja jika tidak ada pe jrmintaan kejrja. Mejnurut undang- 

undang tejnaga kejrja, mejrejka yang dikejlompokkan sejbagai tejnaga ke jrja 

yaitu mejrejka yang bejrusia antara 15 tahun sampai dejngan 64 tahun. 

2) Bukan Tejnaga Kejrja 
 

Bukan tejnaga kejrja adalah mejrejka yang dianggap tidak mampu dan tidak 

mau bejkejrja, mejskipun ada pejrmintaan bejkejrja. Mejnurut Undang-Undang 

Kejtejnagakejrjaan, mejrejka adalah pejnduduk diluar usia, yaitu mejrejka yang 

be jrusia dibawah 15 tahun dan bejrusia diatas 64 tahun. Contoh kejlompok 

ini adalah para pe jnsiunan, para lansia (lanjut usia) dan anak-anak. 

b. Tejnaga Kejrja bejrdasarkan Batas Kejrja 
 

1) Angkatan kejrja 
 

Angkatan kejrja adalah pejnduduk usia produktif yang bejrusia 15 sampai 

dejngan 64 tahun yang sudah mejmpunyai pejkejrjaan tejtapi sejmejntara tidak 

be jkejrja, maupun yang sejdang aktif mejncari pejke jrjaan. 

2) Bukan Angkatan Kejrja 
 

Bukan Angkatan Kejrja adalah mejrejka yang bejrumur 10 tahun kejatas yang 

kejgiatannya hanya bejrsejkolah, mejngurus rumah tangga dan sejbagainya. 

Contoh dari kejlompok ini adalah anak sejkolah dan mahasiswa, para ibu 

rumah tangga dan orang cacat, dan para pe jngangguran sukare jla. 

c. Tejnaga Kejrja Bejrdasarkan Kualitasnya 
 

1) Tejnaga Kejrja Tejrdidik 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 13/5/25 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)13/5/25 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

David Marpaung - Analisis HukumTerhadap Pemutusan Hubungan...



19  

j j 

 
Tejnaga Kejrja Tejrdidik adalah tejnaga ke jrja yang mejmiliki suatu kejahlian 

atau kejmahiran dalm bidang tejrtejntu dejngan cara sejkolah atau 

bejrpejndidikan formal dan nonformal. Contohnya adalah sejorang doktejr, 

pe jngacara, guru, dan lain – lain. 

2) Tejnaga Kejrja Tejrlatih 
 

Tejnaga Kejrja Tejrlatih adalah tejnaga kejrja yang mejmiliki kejahlian dan 

bidang tejrtejntu dejngan mejlalui pejngalaman kejrja. Tejnaga Kejrja tejrampil 

ini dibutuhkan latihan sejcara bejrulang – ulang sejhingga mampu mejnguasai 

pejkejrjaan tejrsejbut. Contohnya adalah apotejkejr, ahli bejdah, mejkanik, dan 

lain – lain. 

3) Tejnaga Kejrja Tidak Tejrdidik dan Tidak Tejrlatih 
 

Tejnaga kejrja Tidak Tejrdidik dan Tidak Tejrlatih adalah tejnaga Ke jrja kasar 

yang hanya mejngandalkan tejnaga saja. Contohnya adalah kuli, buruh 

angkut, pembantu rumah tangga, dan lain sebagainya.20 

2.2. Tinjauan Umum Tentang Pemberi Kerja 
 

2.2.1. Pengertian Pemberi Kerja 
 

Bejrdasarkan ke jnte jntuan Undang-Undang Kejtejnagake jrjaan Pasal 1 angka 
 

(4) pejmbe jri kejrja adalah orang pejrsejorangan, pejngusaha, badan hukum, atau badan- 

badan lainnya yang mejmpejrkejrjakan tejnaga kejrja dejngan mejmbayar upah atau 

imbalan dalam bejntuk lain. Adanya istilah “pejrsejorangan” dalam pejngejrtian 

 
 
 
 

20 Noname, Undang – undang Ketenagakerjaan Terbaru UU No 13 Tahun 2003 dan 
Klasifikasi Tenagakerja. dalam http://www.gurupendidikan.net, diakses 9 Maret 2024. 
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pe 21 

 
pe jmbejri kejrja olejh Undang-Undang Kejtejnagakejrjaan ini tampaknya mejmbejrikan 

nuansa baru dalam kejtejnagakejrjaan. 

Bejrdasarkan Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Kejtejnagake jrjaan pejngusaha 
 

adalah: 
 

1. Orang pejrsejorangan, pejrsejkutuan, atau badan hukum yang mejnjalankan 

suatu pejrusahaan milik sejndiri. 

2. Orang pejrsejorangan, pejrsejkutuan, atau badan hukum yang sejcara bejrdiri 

sejndiri mejnjalankan pe jrusahaan bukan miliknya. 

3. Orang pejrsejorangan, pejrsejkutuan, atau badan hukum yang bejrada di 

Indone jsia mejwakili pejrusahaan sejbagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 

2 yang bejrkejdudukan di luar wilayah Indone jsia. 

2.2.2. Hak dan Kewajiban Pemberi Kerja 
 

Hak pejngusaha antara lain: 
 

1. Pejngusaha bejrhak sejpejnuhnya atas hasil kejrja pejkejrja/buruh 
 

2. Pejngusaha bejrhak mejngatur dan mejnejgakkan disiplin, tejrmasuk pejmbejrian 

sanksi kejpada pejkejrja/buruh 

3. Pejngusaha bejrhak atas tanggung jawab pejkejrja/buruh untuk kejmajuan 
 

jrusahaan 
 

Sejlanjutnya mejngejnai kejwajiban Pejngusaha mejnurut Undang-Undang 

Kejtejnagake jrjaan adalah sejbagai bejrikut : 

1. Pejngusaha wajib mejmbayar upah 
 

2. Pejngusaha wajib mejlaksanakan kejtejntuan waktu kejrja 
 

 
21 Abdul Khakim, Op.Cit, hal. 47 
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3. Pejngusaha wajib mejmbejri waktu istirahat dan cuti kejpada pejkejrja 

 
4. Pejngusaha wajib mejlindungi kejsejlamatan dan kejsejhatan pejkejrja 

 
5. Pejngusaha wajib mejnyejdiakan fasilitas kejsejjahtejraan 

 
Pejmbayaran upah olejh pejngusaha akan mejmejgang pejranan pejnting karejna 

untuk mejmejlihara kejlangsungan hidup badaniah dan rohaniah, upahlah yang sangat 

mejnunjang. Mejnurut Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Kejtejnagakejrjaan, upah 

adalah hak pejkejrja yang ditejrima dan dinyatakan dalam bejntuk uang sejbagai 

imbalan dari pejngusaha atau pejmbejri kejrja kejpada pejkejrja yang ditejtapkan dan 

dibayar mejnurut suatu pejrjanjian kejrja, kejse jpakatan, atau pejraturan pejrundang- 

undangan tejrmasuk tunjangan bagi pejkejrja dan kejluarganya atas suatu pejkejrjaan 

atas suatu jasa yang tejlah atau akan dilakukan. 

Mejnurut Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang kejtejnagakejrjaan upah wajib 

dibayar olejh pejngusaha walaupun pejkejrja tidak me jlakukan pejke jrjaan, apabila: 

1. Pejkejrja sakit sejhingga tidak dapat mejlakukan pejkejrjaan; 
 

2. Pejkejrja pejrejmpuan yang sakit pada hari pejrtama dan kejdua masa haidnya 

sejhingga tidak dapat mejlakukan pejke jrjaan; 

3. Pejkejrja tidak masuk kejrja karejna pejkejrja mejnikah, mejnikahkan, 

mejngitankan, mejmbabtiskan anaknya, istri mejlahirkan atau mejnggugurkan 

kandungan, suami atau istri atau anak atau mejnantu atau anggota kejluarga 

dalam suatu rumah me jninggal dunia; 

4. Pejkejrja tidak dapat mejlakukan pejkejrjaan karejna sejdang mejnjalankan 

ke jwajiban tejrhadap Nejgara; 
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5. Pejkejrja tidak dapat mejlakukan pejkejrjaanya karejna mejnjalankan ibadah 

yang dipejrintahkan olejh agama; 

6. Pejkejrja bejrsejdia mejlakukan pejkejrjaan yang tejlah dijanjikan tejtapi 

pejngusaha tidak mejmpe jke jrjakanya, baik karejna sejndiri maupun halangan 

yang sejharusnya yang dapat dihindari pejngusaha; 

7. Pejkejrja mejlaksanakan hak istirahat; 
 

8. Pejkejrja mejlaksanakan tugas sejrikat pejkejrja sejrikat buruh atas pejrsejtujuan 

pejngusaha; 

9. Pejkejrja mejlaksanakan tugas pejndidikan dari pejngusaha. 

Mejngejnai waktu kejrja tejrdapat pada Pasal 77 ayat (2) adalah sejbagai 

bejrikut: 

1. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (ejmpat puluh ) jam 1(satu) minggu untuk 

6 (ejnam) hari kejrja dalam 1 (satu) minggu. 

2. 8 (dejlapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (ejmpat puluh) jam 1 (satu) minggu 

untuk 5 (lima) hari kejrja dalam 1 (satu) minggu. 

Ada juga pejngusaha yang mejmpejkejrjakan pejkejrja mejlejbihi waktu kejrja 

sejbagaimana ditejntukan di atas maka pejngusaha wajib mejmejnuhi syarat sejbagai 

bejrikut (Pasal 78 ayat 1) : 

1. Ada pejrsejtujuan pejkejrja yang bejrsangkutan. 
 

2. Waktu kejrja lejmbur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 

1 (satu) hari dan 14 (ejmpat bejlas) jam dalam 1 (satu) minggu. 

Pejngusaha wajib mejmbejrikan waktu istirahat dan cuti kejpada pejkejrja 

sejbagai bejrikut : 
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1. Istirahat antara jam kejrja, sejkurang-kurangnya sejtejngah jam sejtejlah be jke jrja 

sejlama 4 (ejmpat) jam tejrus mejnejrus dan waktu istirahat tejrsejbut tidak 

masuk jam kejrja. 

2. Istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (ejnam) hari kejrja dalam 1 (satu) 

minggu atau 

3. Cuti tahunan sejkurang-kurangnya 12 (dua be jlas) hari kejrja sejtejlah pejkejrja 

yang bejrsangkutan bejkejrja sejlama 12 (dua bejlas) bulan sejcara tejrus 

mejnejrus. 

4. Istirahat panjang sejkurang kurangnya 2 bulan dan dilaksanakan pada tahun 

kej tujuh dan kejdejlapan masing-masing 1 bulan bagi pejkejrja yang tejlah 

bejkejrja sejlama 6 tahun sejcara tejrus mejnejrus pada pejrusahaan yang sama 

dejngan kejtejntuan pejkejrja tejrsejbut tidak bejrhak lagi atas istirahat 

tahunannya dalam 2 tahun bejrjalan dan sejlanjutnya bejrlaku untuk sejtiap 

ke jlipatan masa kejrja 6 tahun. 

Bejrdasarkan pejnjejlasan di atas, dapat disimpulkan kejwajiban pe jngusaha 

dalam mejlakssanakan kejsejlamatan dan kejsejhatan kejrja bagi pejkejrja adalah : 

1. Tejrhadap tejnaga kejrja yang baru kejrja, pe jngusaha bejrkejwajiban 

mejnunjukkan dan mejnjejlaskan tejntang : 

a. Kondisi dan bahaya yang dapat timbul ditejmpat kejrja. 
 

b. Sejmua alat pejngamanan dan pejrlindungan yang diharuskan. 
 

c. Cara dan sikap dalam mejlakukan pejkejrjaan. 
 

d. Mejmejriksakan kejsejhatan baik fisik maupun mejntal tejnaga kejrja 

yang bejrsangkutan 
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2. Tejrhadap tejnaga kejrja yang tejlah/sejdang dipejkejrjakan, pejngusaha wajib : 

 
a. Me jlakukan pe jmbinaan dalam hal pejncejgahan kejcejlakaan, 

pejnanggulangan kejbakaran, pejmbejrian pejrtolongan pejrtama pada 

kejcejlakaan (P3K) dan pejningkatan usaha kejsejlamatan dan 

kejsejhatan kejrja pada umumnya. 

b. Mejmejriksakan kejsejhatan baik fisik maupun mejntal sejcara bejrkala. 
 

c. Mejnye jdiakan sejcara cuma-cuma sejmua alat pejrlindungan diri yang 

diwajibkan untuk tejmpat kejrja yang bejrsangkutan bagi sejluruh 

tejnaga kejrja. 

d. Mejmasang gambar dan undang-undang kejsejlamatan kejrja sejrta 

bahan pejmbinaan lainnya ditejmpat kejrja sejsuai dejngan pejtunjuk 

pejgawai pejngawas atau ahli kejsejlamatan dan kejsejhatan ke jrja. 

e. Me jlaporkan sejtiap pejristiwa kejcejlakaan tejrmasuk pejlejdakan, 

ke jbakaran dan pejnyakit akibat kejrja yang tejrjadi ditejmpat kejrja 

kejpada kantor Dejpartejmejn Tejnaga Kejrja sejtejmpat. 

f. Mejmbayar biaya pejngawasan kejsejlamatan dan kejsejhatan ke jrja kej 

kantor pejrbejndaharaan nejgara sejtejmpat sejtejlah mejndapat pejnejtapan 

bejsarnya biaya olejh kantor wilayah dejpartejmejn tejnaga kejrja 

sejtejmpat. 

g. Mejnaati se jmua pejrsyaratan kejsejlamatan dan kejsejhatan kejrja bagi 

yang diatur dalam pe jraturan pe jrundang-undangan maupun yang 

ditetapkan oleh pegawai pengawas.22 

 
22 Lalu husni, Op.Cit, hal. 140-141. 
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2.3. Tinjauan Umum Mengenai Pemutusan Hubungan Kerja 

 
Sejbejlum kita mejmbahas mejngejnai Pejmutusan Hubungan Kejrja, tejrlejbih 

dahulu kita akan mejmbahas mejngejnai hubungan kejrja itu sejndiri. Bejrdasarkan 

Pasal 50 Undang-Undang Kejtejnagake jrjaan, hubungan kejrja tejrjadi karejna adanya 

pejrjanjian kejrja antara pejngusaha dan pejkejrja atau buruh. Pejrjanjian kejrja dalam 

undang-undang ini dapat dibuat sejcara tejrtulis atau lisan, hal tejrsejbut tejrdapat 

dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Kejte jnagake jrjaan. Dalam Pasal 1 angka 15 

Undang-Undang Kejtejnagakejrjaan dise jbutkan bahwa hubungan kejrja adalah 

hubungan antara pejngusaha dejngan pejkejrja/buruh bejrdasarkan pejrjanjian kejrja, 

yang me jmpunyai unsur pejkejrjaan, upah dan pejrintah. 

Hubungan kejrja mejnurut Imam Soejpomo yaitu suatu hubungan antara 

sejorang buruh dan sejorang majikan, dimana hubungan kejrja itu tejrjadi sejtejlah 

adanya pe jrjanjian kejrja antara kejdua bejlah pihak. Mejrejka tejrikat dalam suatu 

pejrjanjian, di satu pihak pejkejrja/buruh bejrsejdia bejkejrja dejngan mejnejrima upah dan 

pengusaha memperkerjakan pekerja/buruh dengan memberi upah. 23 Selain itu 

Husnu dalam Asikin bejrpejndapat bahwa hubungan kejrja ialah hubungan antara 

buruh dan majikan sejtejlah adanya pe jrjanjian kejrja, yaitu suatu pe jrjanjian dimana 

pihak buruh mejngikatkan dirinya pada pihak majikan untuk bejkejrja dejngan 

mejndapatkan  upah  dan  majikan  mejnyatakan  ke jsanggupannya  untuk 

jmpejrkejrjakan si buruh dejngan mejmbayar upah. 
 

Hubungan kejrja mejmpunyai bejbejrapa unsur yaitu sejbagai bejrikut : 
 
 
 
 

23 Abdul Khakim, Op.Cit, hal. 39 
24 Ibid. 
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a. Pejrintah 

 
Dalam pejrjanjian kejrja unsur pejrintah ini mejmejgang pejranan yang pokok, 

sejbab tanpa adanya unsur pejrintah, hal itu bukan pejrjanjian kejrja, dejngan 

adanya unsur pejrintah dalam pejrjanjian kejrja, ke jdudukan kejdua bejlah pihak 

tidak sama yaitu pihak satu kejdudukannya diatas (pihak yang mejmejrintah) 

sejdangkan pihak lain kejdudukannya dibawah (pihak yang dipejrintah). 

Kejdudukan yang tidak sama ini disejbut hubungan subordinasi sejrta ada yang 

mejnyejbutnya hubungan kejdinasan. 

Dalam Pasal 35 Undang-Undang Kejtejnagakejrjaan disejbutkan bahwa (1) 

pejmbejri kejrja me jmejrlukan te jnaga ke jrja dapat mejrejkrut sejndiri tejnaga kejrja 

yang dibutuhkan atau mejlalui pejlaksanaan pejnejmpatan tejnaga kejrja; (2) 

pejlaksanaan pejnejmpatan tejnaga kejrja sejbagaimanan yang dimaksud dalam ayat 

(1) wajib mejmbejrikan pejrlindungan sejjak rejkrutmejn sampai pejnejmpatan 

tejnaga kejrja; (3) pejmbejri kejrja sejbagai mana yang dimaksud pada ayat (2) 

dalam mejmpejrkejrjakan tejnaga kejrja wajib mejmbejrikan pejrlindungan dan 

mejncakup kejsejjahtejraan, kejsejlamatan dan kejsejhatan baik mejntal maupun fisik 

tejnaga kejrja. 

Olejh karejna itu kalau ke jdudukan kejdua bejlah pihak tidak sama atau ada 

subordinasi, disitu ada pejrjanjian kejrja. Sejbaliknya jika kejdudukan ke jdua be jlah 

pihak sama atau ada koordinasi, disitu tidak ada pejrjanjian kejrja, mejlainkan 

pe jrjanjian yang lain. 

b. Pejkejrjaan 
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Dalam suatu hubungan kejrja harus adanya suatu pejkejrjaan yang dipejrjanjian 

dan dikejrjakan sejndiri olejh pejkejrja. Pejkejrjaan mana yaitu pejkejrjaan yang 

dikejrjakan olejh pejkejrjaan itu sejndiri, haruslah bejrdasarkan dan bejrpe jdoman 

pada pejrjanjian kejrja. Pejkejrja yang mejlaksanakan pejkejrjaan atas dasar 

pe jjanjian kejrja tejrsejbut pada pokoknya wajib mejnjalankan pejkejrjaannya 

sejndiri, kare jna apabila pihak itu bejbas untuk mejlaksanakan pejkejrjaan tejrsejbut 

untuk dilakukan sejndiri atau mejmbejbankan pejkejrjaan tejrsejbut kejpada orang 

lain maka akibatnya akan sulit dikatakan sejbagai pejlaksanaan dari pe jrjanjian 

kejrja. Hal ini sudah diatur dalam Pasal 1603 a KUHPe jrdata yang bejrbunyi 

Buruh wajib mejlakukan sejndiri pejkejrjaannya; hanyalah dejngan izin majikan ia 

dapat mejnyuruh sejsejorang kejtiga mejnggantikannya. 

c. Adanya Upah 
 

Upah mejnurut Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Kejtejnagakejrjaan adalah 

hak/buruh yang ditejrima dan dinyatakan dalam bejntuk uang sejbagai imbalan 

dari pejngusaha atau pejmbejri ke jrja kejpada pejkejrja/buruh yang ditejtapkan dan 

dibayarkan mejnurut suatu pejrjanjian kejrja, kejsejpakatan, atau pe jraturan 

pejrundang- undangan, tejrmasuk tunjangan bagi pejkejrja.buruh dan kejluarganya 

atas suatu pejkejrjaan dan/ atau jasa yang tejlah dan/ atau akan dilakukan. 

Di dalam Pasal 94 Undang-Undang Kejtejnagakejrjaan mejnyejbutkan bahwa 

komponejn upah tejrdiri dari upah pokok dan tunjangan tejtap, maka bejsarnya 

upah pokok sejdikit-dikitnya 75% (tujuh puluh lima pejrsejn) dari jumlah pokok 

dan tunjangan tejtap. Bejrkaitan dejngan tunjangan yang dibe jrikan pe jrusahaan 

pada pe jkejrja/buruh dibagi mejnjadi 2, yaitu : 
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a. Tunjangan Tejtap 

 
Tunjangan tejtap ialah tunjangan yang dibejrikan olejh pejrusahaan sejcara 

rutin kepada pekerja/buruh per bulan yang besarnya relatif sama.25 Contoh: 

tunjangan jabatan, tunjangan kejluarga, tunjangan kejahlian/profejsi dan lain- 

lain. 

b. Tunjangan tidak tejtap 
 

Tunjangan tidak tejtap adalah tunjangan yang dibejrikan olejh pejrusahaan 

kejpada pejkejrja/buruh dimana pejnghitungannya bejrdasarkan kejhadiran 

jrja. Contoh: tunjangan transportasi, tunjangan makan, biaya opejrasional 

dan lain-lain 
 

2.3.1. Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 
 

Bagi pejkejrja/buruh Pejmutusan Hubungan Kejrja sejndiri mejrupakan awal 

mulanya hilang mata pejncaharian, yang artinya pejkejrja atau buruh ke jhilangan 

pejkejrjaan dan pejnghasilan sejbab pejkejrja/buruh sejrta kejluarganya tejrancam 

kejlangsungan hidupnya dan mejrasakan ke jsusahan akibat dari Pejmutusan 

Hubungan Kejrja itu sejndiri. Mejlihat fakta dilapangan bahwa mejncari pejkejrjaan 

tidaklah mudah sejpejrti yang dibayangkan. Sejmakin kejtatnya pejrsaingan, angkatan 

ke jrja tejrus bejrtambah dan kondisi dunia usaha yang sejlalu flukuatif, sangatlah wajar 

jika pekerja/buruh selalu khawatir dengan ancaman Pemutusan Hubungan Kerja.27 

 
 
 

 
25 Rukiyah L dan Darda Syahrizal, Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Aplikasinya, 

Jakarta, Dunia Cerdas, 2013, hal. 210 
26 Ibid. 
27 Mohd. Syaufi, Norma Perlindungan Dalam Hubungan Industrial, Jakarta, Sarana Bhakti 

Persada, 2010, hal.76. 
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Mejnurut Undang-Undang Kejte jnagake jrjaan Bab XII Pasal 150 disejbutkan 

bahwa : “kejtejntuan mejngejnai pejmutusan hubungan kejrja dalam undang – undang 

ini mejliputi pejmutusan hubungan kejrja yang tejrjadi di badan usaha yang bejrbadan 

hukum atau tidak, milik orang pejrorangan, milik pejrsejkutuan atau milik badan 

hukum, baik milik swasta maupun milik Nejgara, maupun usaha – usaha sosial dan 

usaha – usaha lain yang mejmpunyai pejngurus dan mejmpejrkejrjakan orang lain 

dejngan mejmbayar upah atau imbalan dalam bejntuk lain.” 

2.3.2. Macam – Macam Bentuk Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 

Pejmutusan Hubungan Kejrja sejcara tejoritis tejrbagi dalam ejmpat macam, 

yaitu Pejmutusan Hubungan Kejrja dejmi hukum, Pejmutusan Hubungan Kejrja olejh 

pejngadilan, Pe jmutusan Hubungan Kejrja olejh pejkejrja/buruh, dan Pejmutusan 

Hubungan Kejrja olejh pejngusaha. Pejmutusan Hubungan Kejrja yang tejrakhir ini 

tampaknya lejbih dominan diatur dalam kejtejntuan ke jte jnagake jrjaan. Hal ini karejna 

Pejmutusan Hubungan Kejrja olejh pejngusaha sejring tidak dapat ditejrima olejh 

pejkejrja/buruh sejhingga mejnimbulkan pejrmasalahan. Disamping pejrlunya 

pejrlindungan bagi pejkejrja/buruh dari ke jmungkinan tindakan pe jngusaha yang 

sejwejnang – wejnang. 

a. Pejmutusan Hubungan Kejrja dejmi Hukum 
 

Pejmutusan hubungan kejrja dejmi hukum ialah Pejmutusan Hubungan Kejrja 

yang tejrjadi dejngan sejndirinya sejcara hukum. Pasal 1603 KUH Pejrdata 

mejnyejbutkan bahwa : “Hubungan kejrja bejrakhir dejmi hukum jika habis 

waktunya yang di tejtapkan dalam pejrjanjian dan dalam pejraturan undang – 

undang atau jika sejmuanya itu tidak ada, mejnurut kejbiasaan.” Bejrdasarkan 
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kejtejntuan pasal 154 UU Kejtejnagakejrjaan pejnyejbab Pejmutusan Hubungan 

Kejrja dejmi hukum adalah : 

“Pejmutusan hubungan kejrja dejmi hukum ialah Pejmutusan Hubungan Kejrja 

yang tejrjadi dejngan sejndirinya sejcara hukum.” 

Pasal 1603e j  KUHP pejrdata mejnyejbutkan bahwa: “Hubungan kejrja bejrakhir 

dejmi hukum jika habis waktunya yang ditejtapkan dalam pe jrjanjian dan 

dalam pejraturan undang-undang atau jika sejmuanya itu tidak ada, mejnurut 

ke jbiasaan. “ 

Bejrdasarkan kejtejntuan Pasal 154 Undang-Undang Kejtejnagakejrjaan 

pejnyejbab Pejmutusan Hubungan Kejrja dejmi hukum adalah: 

a) Pejkejrja atau buruh masih dalam masa pe jrcobaan kejrja bilamana 

tejlah dipejrsiapkan sejcara tejrtulis sejbejlumnya. 

b) Bejrakhirnya hubungan kejrja sejsuai dejngan pejrjanjian ke jrja waktu 

tejrtejntu ( PKWT) untuk pejrtama kali; 

c) Pejkejrja atau buruh tejlah mejncapai usia pejnsiun yang ditejtapkan 

dalam pejrjanjian kejrja pejraturan pejrusahaan atau pejrjanjian kejrja 

bejrsama atau pejraturan pe jrundang-undangan; dan 

d) Pejkejrja atau buruh mejninggal dunia. 
 

Bejrakhirnya pejrjanjian kejrja waktu tejrtejntu tidak hanya karejna bejrdasarkan 

waktu yang te jlah disejpakati te jtapi juga karejna te jlah se jlejsainya pejkejrjaan 

yang dipejrjanjikan. 

Mejngejnai mejninggalnya pejkejrja atau buruh statusnya tidak sama dejngan 

mejninggalnya pejngusaha. Apabila pejkejrja atau buruh mejninggal dunia, 
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akibat Pejmutusan Hubungan Kejrja dejmi hukum. Namun tidak dejmikian 

halnya jika pejngusaha yang mejninggal dunia. Jadi, hubungan kejrja tidak 

dapat bejrakhir karejna alasan pe jngusaha me jninggal dunia dalam Pasal 61 

ayat (2) Undang-Undang Kejtejnagakejrjaan dejmikian juga tejrhadap 

pejngalihan hak atas pejrusahaan yang disejbabkan pejnjualan, warisan, atau 

pejnghibahan. Apabila tejrjadi Pejngalihan pejrusahaan, sejgala hak pejkejrja 

atau buruh mejnjadi tanggung jawab pejngusaha baru kejcuali ditejntukan lain 

dalam pejrjanjian pejngalihan dejngan tidak mejngurangi hak-hak pejkejrja atau 

buruh dalam kurung Pasal 61 ayat (3) Undang-Undang Kejtejnagakejrjaan. 

Jika pejngusaha bejrmaksud me jlakukan Pejmutusan Hubungan Kejrja wajib 

mejngajukan pejrmohonan pejnejtapan kejpada lejmbaga pejnyejlejsaian 

pejrsejlisihan hubungan industrial sejsuai kejtejntuan Pasal 151 dan 152 

Undang-Undang Ketenagakerjaan.28 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tejntang Pejnejtapan Pejraturan 

Pejmejrintah Pejngganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tejntang Cipta 

Kejrja Mejnjadi Undang-Undang (sejlanjutnya disejbut Undang-Undang Cipta 

Kejrja) tejlah mejrubah Pasal 151 Undang-Undang Kejtejnagakejrjaan dan tejlah 

mejnghapus Pasal 152 dan Pasal 155 Undang-Undang Kejtejnagakejrjaan. 

Bejrdasarkan Undang-Undang Cipta, Kejrja Pasal 151 Undang-Undang 

Kejtejnagake jrjaan diubah mejnjadi: 

 
 
 
 
 
 

28 Abdul Khakim, Op.Cit, hal. 180. 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 13/5/25 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)13/5/25 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

David Marpaung - Analisis HukumTerhadap Pemutusan Hubungan...



32  

 
(1) Pejngusaha, Pejkejrja/Buruh, Sejrikat Pejkejrja/Sejrikat Buruh, dan 

Pejmejrintah harus mejngupayakan agar tidak tejrjadi Pe jmutusan 

Hubungan Kejrja. 

(2) Dalam hal Pejmutusan Hubungan Kejrja tidak dapat dihindari, maksud 

dan alasan Pejmutusan Hubungan Kejrja dibejritahukan olejh Pejngusaha 

kejpada Pejkejrja/Buruh dan/atau Sejrikat Pe jkejrja/Sejrikat Buruh. 

(3) Dalam hal Pejkejrja/Buruh tejlah dibe jritahu dan mejnolak Pejmutusan 

Hubungan Kejrja, pejnyejlejsaian Pejmutusan Hubungan Kejrja wajib 

dilakukan mejlalui pejrundingan bipartit antara Pejngusaha dejngan 

Pejkejrja/Buruh dan/atau Sejrikat Pejkejrja/ Sejrikat Buruh. 

(4) Dalam hal pejrundingan bipartit sejbagaimana dimaksud pada ayat (3) 

tidak mejndapatkan kejsejpakatan, Pejmutusan Hubungan Kejrja dilakukan 

mejlalui tahap be jrikutnya sejsuai dejngan mejkanismej pejnyejlejsaian 

Pejrsejlisihan Hubungan Industrial. 

Sejlanjutnya diantara Pasal 151 dan Pasal 152 disisipkan 1 (satu) pasal, 

yakni Pasal 151A sejhingga bejrbunyi sejbagai bejrikut: 

Pasal 151A Pejmbejritahuan sejbagaimana dimaksud dalam Pasal 151 

ayat (2) tidak pejrlu dilakukan olejh Pejngusaha dalam hal: 

a. Pejkejrja/Buruh mejngundurkan diri atas kejmauan sejndiri; 
 

b. Pejkejda/Buruh dan Pejngusaha bejrakhir Hubungan Kejrjanya 

sejsuai dejngan pejrjanjian kejrja waktu tejrtejntu; 
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c. Pejkejrja/Buruh mejncapai usia pejnsiun sejsuai dejngan Pejrjanjian 

Kejrja, Pejraturan Pejrusahaan, atau Pejdanjian Kejrja Bejrsama; 

atau 

d. Pejkejrja/Buruh mejninggal dunia. 
 

b. Pejmutusan Hubungan Kejrja Olejh Pejngadilan 
 

Pejmutusan hubungan kejrja olejh pejngadilan ialah tindakan Pejmutusan 

Hubungan Kejrja karejna adanya putusan hakim pejngadilan. Masalahnya 

tejrkait de jngan pejmbe jrlakuan undang-undang Nomor 2 Tahun 2004. Dalam 

hal ini salah satu Pihak (pe jngusaha atau pejkejrja/kejluarga) Me jngajukan 

pejmbatalan pejrjanjian kejpada pejngadilan titik contohnya, jika pejngusaha 

mejmpejkejrjakan anak dibawah umur (kurang dari 18 tahun), di mana wali 

anak tersebut mengajukan pembatalan perjanjian kerja kepada pengadilan.29 

c. Pejmutusan Hubungan Kejrja olejh Pejkejrja/Buruh. 
 

Pejmutusan Hubungan Kejrja olejh pejkejrja/buruh dapat tejrjadi apabila 

pejkejrja/buruh mejngundurkan diri atau tejlah tejrdapat alasan mejndejsak yang 

mejngakibatkan pejkejrja/buruh minta di Pejmutusan Hubungan Kejrja. 

Bejrdasarkan Pasal 151 ayat (3) huruf b Undang-Undang Kejtejnagake jrjaan, 

atas kejmauan sejndiri tanpa ada indikasi adanya tejkanan/intimidasi dari 

pe jngusaha, be jrakhirnya hubungan kejrja sejsuai dejngan pejrjanjian kejrja 

waktu tejrtejntu untuk pejrtama kali. Pejngunduran diri buruh dapat dianggap 

tejrjadi apabila buruh mangkir paling sejdikit dalam waktu lima hari kejrja 

bejrturut-turut dan tejlah dipanggil olejh pejngusaha dua kali sejcara tejrtulis, 

 
29 Ibid, hal. 181. 
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tejtapi pejkejrja/buruh tidak dapat mejmbe jrikan kejtejrangan tejrtulis dejngan 

bukti yang sah. Namun, bila pada hari pejrtama, pejkejrja masuk kejrja dan 

langsung mejnyejrahkan surat kejtejrangan yang sah yang mejnjejlaskan alasan 

mejngapa ia tidak masuk kejrja, maka pejngusaha tidak dapat mejnjadikan hal 

tersebut sebagai alasan Pemutusan Hubungan Kerja.30 

Sejbejlumnya, bejrdasarkan kejtejntuan Pasal 169 Undang-Undang 

Kejtejnagakejrjaan, pejkejrja/buruh dapat mejngajukan pejrmohonan pejmutusan 

hubungan kejrja kejpada lejmbaga pejnyejlejsaian pejrsejlisihan hubungan 

industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:31 

1) Mejnganiaya, mejnghina sejcara kasar atau mejngancam 

pejkejrja/buruh; 

2) Mejmbujuk dan/atau mejnyuruh pejkejrja/buruh untuk me jlakukan 

pe jrbuatan yang bejrtejntangan dejngan pejraturan pe jrundang- 

undangan; 

3) Tidak mejmbayar upah tejpat pada waktu yang tejlah ditejntukan 

sejlama tiga bulan bejrturut-turut; 

4) Mejmejrintahkan pejkejrja/buruh untuk mejlaksanakan pejke jrjaan diluar 

yang dipejrjanjikan; 

5) Me jmbe jrikan pejke jrjaan yang mejmbahayakan jiwa, kejsejlamatan, 

kejsejhatan dan ke jsusilaan pejkejrja/buruh, sejdangkan pejkejrjaan 

tejrsejbut tidak dicantumkan pada pe jrjanjian kejrja. 

 
30 Giofani Omega Damar, dkk, Proses Pemutusan Hubungan Kerja Pada Pekerja Yang 

Melakukan Kesalahan, Jurnal Fakultas Hukum Lex Privatum Vo.13. No.1. Januari 2024, hal. 6 
31 Ibid, hal. 162. 
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Akan tejtapi, kejtejntuan Pasal 169 Undang-Undang Kejtejnagakejrjaan tejrsejbut 

tejlah dihapus bejrdasarkan Undang-Undang Cipta Kejrja. Bejrdasarkan 

Undang-Undang Cipta Kejrja adanya pejrmohonan Pejmutusan Hubungan 

Kejrja yang diajukan olejh Pejkejrja/Buruh dejngan alasan Pejngusaha 

jlakukan pejrbuatan sejbagai bejrikut: 
 

1) mejnganiaya, mejnghina sejcara kasar atau mejngancam Pejkejrja/ Buruh; 
 

2) mejmbujuk dan/atau mejnyuruh Pejkejrja/Buruh untuk mejlakukan 

pejrbuatan yang bejrtejntangan dejngan pejraturan pejrundang-undangan; 

3) tidak mejmbayar Upah tejpat pada waktu yang tejlah ditejntukan sejlama 

3 (tiga) bulan bejrturut-turut atau lejbih, mejskipun Pejngusaha 

mejmbayar Upah sejcara tejpat waktu sejsudah itu; 

4) tidak me jlakukan ke jwajiban yang tejlah dijanjikan kejpada Pejkejrja/ 

Buruh; 

5) mejmejrintahkan Pejkejrja/Buruh untuk mejlaksanakan pejkejrjaan di luar 

yang dipejrjanjikan; atau 

6) mejmbejrikan pejkejrjaan yang mejmbahayakan jiwa, kejsejlamatan, 

kejsejhatan, dan ke jsusilaan Pejkejrja/Buruh se jdangkan pejkejrjaan 

tejrsejbut tidak dicantumkan pada Pejrjanjian Kejrja; 

2.4. Tinjauan Umum tentang Media Elektronik 
 

2.4.1. Pengertian Media Elektronik 
 
 
 
 

 
32 Pasal 154 A huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- 
Undang. 
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Me jdia e jlejktronik adalah mejdia yang mejnggunakan ejlejktronik atau ejnejrgi 

ejlejktromejkanik bagi pejngguna akhir untuk mejngaksejs konte jnnya. Istilah ini 

mejrupakan kontras dari mejdia statis (tejrutama mejdia cejtak), yang mejskipun sejring 

dihasilkan sejcara ejlejktronis te jtapi tidak mejmbutuhkan ejle jktronik untuk diaksejs 

olejh pejngguna akhir. Sumbejr mejdia ejlejktronik yang familiar bagi pejngguna umum 

antara lain adalah rejkaman videjo, rejkaman audio, prejsejntasi multimejdia, dan 

kontejn daring. Mejdia ejlejktronik dapat bejrbejntuk analog maupun digital, 

walaupun media baru pada umumnya berbentuk digital.33 

2.4.2. Jenis Media Elektronik 

Sejpejrti kita kejtahui bahwa hampir sejbagian be jsar tejlah bejrubah mejnjadi 

sejrba Ejlejktronik, dari mulai mejlakukan pejkejrjaan rumah tangga hingga kejgiatan 

sejhari-hari. Namun akibat dari pejngaruh te jknologi yang sangat pejsat itulah yang 

tejlah mejrubah barang-barang mejnjadi bejrbasis ejlejktronik, tejrmasuk mejdia hiburan 

pun tejlah mejnjadi mejdia hiburan yang bejrbasis ejlejktronik. Jejnis-jejnis mejdia 

hiburan berbasis elektronik juga mulai beraneka ragam, yaitu seperti :34 

1. Tejlejvisi 
 

Tejlejvisi adalah tejlejvisi siaran yang me jrupakan mejdia dari jaringan 

komunikasi dejngan ciri-ciri yang dimiliki komunikasi massa, yaitu 

bejrlangsung satu arah, komunikatornya mejlejmbaga, pejsannya bejrsifat 

umum, sasarannya mejnmbulkan kejsejrampakan, dan komunikasinya bejrsifat 

hejtejrogejn. Tejlejvisi tejlah mejnjadi mejdia dominan dalam bejrkomunikasi 

 
33 No Name, Pengertian media elektronik, dalam 

https://id.wikipedia.org/wiki/Media_elektronik, diakses tanggal 16 Maret 2024. 
34 No Name, Jenis media elektronik, dalam 

http://repository.unpas.ac.id/30168/3/BAB%20II.pdf, diakses tanggal 16 Maret 2024. 

j j            j j j j j 
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massa di sejluruh dunia. Sejlain itu, pejrtumbuhan stasiun-stasiun radio FM di 

kota-kota bejsar maupun ibukota-ibukota kabupate jn makin banyak 

mejngalami kejmajuan, sejlain sejbagai pejnyejbar informasi yang cejpat untuk 

komunitas tejrtejntu, juga sejbagai saluran hiburan, iklan, dan sarana 

dakwah.35 

2. Smartphonej 
 

Smartphone j adalah tejlejpon pintar yang mejmiliki kejmampuan sejpejrti 

komputejr. Smartphonej diklasifikasikan sejbagai high ejnd mobile j phone j yang 

dilejngkapi dejngan kejmampuan mobilej computing. Dejngan kejmampuan 

mobile j computing tejrsejbut, smartphonej mejmiliki kejmampuan yang tak bisa 

dibandingkan dejngan ponsejl biasa. 

3. Playstation 
 

Playstation adalah suatu tejknologi yang canggih dalam bidang pejrmainan. 

Playstation mejrupakan rangkaian sistejm yang dapat mejnampilkan gambar, 

suara, gejrak yang kejluar jika dihubungkan dejngan tejlejvisi mejlalui kabejl 

pejnghubung. Playstation mejrupakan salah satu sarana anak-anak ataupun 

pejlajar untuk mejnghilangkan kejjejnuhan. Pejrmainan Playstation ini 

mejrupakan pejrmainan bejrbasis program komputejr yang mejmbe jrikan jejnis 

pe jrmainan baru yang sangat disukai anak-anak. 

4. PC/Komputejr/Laptop/ Notejbook 
 
 
 
 
 

 
35 William L. Rivers, Media Massa Dan Masyarakat Modern, Jakarta: Kencana, 2010, 

hal.20. 
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Sejcara umum adalah alat yang dipakai untuk mejngolah data mejnurut 

prosejdur yang tejlah dirumuskan dimana komputejr itu sejndiri mejrupakan 

pe jrangkat ejlejktronik yang tejrdiri dari bejbejrapa komponejn yang saling 

bejkejrja sama mejmbejntuk sejbuah sistejm kejrja yang dapat mejnjalankan 

pejkejrjaan sejcara otomatis bejrdasarkan urutan istruksi ataupun program 

yang dibe jrikan ke jpadanya sejhingga dapat mejnghasilkan suatu informasi 

bejrdasarkan program dan data yang ada. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

4.1. Waktu dan Tmpat Penelitian 
 

4.1.1. Waktu Penelitian 
 

Waktu pejnejlitian ini direjncanakan dalam kurun waktu 4 (ejmpat) bulan 

dejngan pejnjabaran dalam tabejl di bawah ini: 

Waktu Pejnejlitian 
 

No. Kegiatan 
Maret 2024 April 2024 Agustus 2024 September 

2024 
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1 Pejnyusunan Proposal                 
2 Bimbingan Proposal                 
3 Pejrbaikan                 
4 Sejminar                 

5 Bimbingan dan Pejrbaikan 
se jbe jlum sejminar hasil 

                

6 Sejminar Hasil 
pejnyejmpurnaan 

                

7 Sidang                 

 
 

4.1.2. Tempat Penelitian 
 

Tejmpat pejnejlitian ini direjncanakan dilakukan di Pejngadilan Niaga di 

Pejngadilan Nejgejri Me jdan Jl. Pejngadilan Kejlurahan No.8, Pejtisah Tejngah, Kejc. 

Me jdan Pejtisah, Kota Mejdan, Sumatejra Utara. 

4.2. Metodologi Penelitian 
 

4.2.1. Jenis Penelitian 
 

Jejnis pejnejlitian ini mejnggunakan mejtodej pejnejlitian yuridis normatif. 

Pejnejlitian yuridis normatif mejrupakan pe jne jlitian hukum yang mejmpejrolejh data 

dari data sejkundejr. Data sejkundejr adalah sumbejr data yang tidak langsung 

mejmbejrikan data kejpada pejngumpul data, misalnya lejwat orang lain atau 
39 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 13/5/25 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)13/5/25 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

David Marpaung - Analisis HukumTerhadap Pemutusan Hubungan...



40  

j j j j j j 

pe 37 

j 
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dokumen.36 Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. 

Pada pejnejlitian doktrinal, hukum dikonsejpkan sejbagai apa yang tejrtuliskan 

jraturan pejrundang-undangan (law in books). Sejdangkan pejnejlitian tejrhadap 

sistejmatika hukum dapat dilakukan pada pejraturan pe jrundang-undangan tejrtejntu 

atau hukum tertulis.38 
 

Untuk mejnunjang dipejrolejhnya data yang aktual dan akurat, pe jnejlitian yang 

dilakukan bejrsifat dejskriptif yaitu “pejnejlitian yang hanya mejnggambarkan fakta- 

fakta tejntang objejk pejnejlitian baik dalam kejrangka sistejmatisasi maupun 

sinkronisasi bejrdasarkan aspejk yuridis, dejngan tujuan mejnjawab pejrmasalahan 

yang menjadi objek penelitian.”39 

4.2.2. Jenis Data 
 

Jejnis data ada dua yaitu data prime jr dan data sejkundejr. Data primejr adalah 

data yang dipejrolejh langsung dari sumbe jrnya mejlalui wawancara tejrhadap 

narasumbe jr yang bejrkompejtejn. Data sejkundejr adalah data yang dipejrolejh dari 

bahan kejpustakaan dejngan cara mejnejlusuri litejratur yang bejrhubungan dejngan 

obje jk pejnejlitian. Data yang digunakan dalam pe jnejlitian ini adalah data sejkundejr. 

Data sejkundejr mejncakup bahan hukum primejr, sejkundejr, dan tejrsiejr. 

Bahan hukum primejr ialah bahan hukum yang mejngikat dan tejrdiri dari: 
 

1. Undang-Undang Dasar Nejgara Rejpublik Indonejsia Tahun 1945. 
 
 

 
36 Sugiono, Metode Kuantitatif, Kuaitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2017, hal.137. 
37Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali 

Pers, 2014, hal 118. 
38Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005, 

hal. 93. 
39 Johny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing: 

Malang, 2013, hal.321. 
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se 40 

 
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pejrdata. 

 
3. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tejntang Kejtejnagakejrjaan. 

 
4. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2004 Tejntang Pejnyejlejsaian 

Pejrsejlisihan Hubungan Industrial (PPHI). 

5. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tejntang Kejkuasaan Kejhakiman. 
 

6. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tejntang Pejnejtapan Pe jraturan 

Pejmejrintah Pejngganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tejntang Cipta 

Kejrja Mejnjadi Undang-Undang. 

7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 juncto Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008 tejntang Informasi dan Transaksi Ejlejktronik. 

8. Pejraturan Pe jmejrintah RI Nomor 35 Tahun 2021 Tejntang Pejrjanjian Kejrja 

Waktu Tejrtejntu, Alih Daya, Waktu Kejrja Dan Waktu Istirahat, Dan 

Pejmutusan Hubungan Kejrja. 

Bahan hukum sejkundejr ialah bahan hukum yang mejmbe jrikan pe jnjejlasan 

mejngejnai bahan hukum primejr, sejpe jrti rancangan pejraturan, hasil pejnejlitian, karya 

tulis dari kalangan hukum, dan sejtejrusnya. Bahan hukum tejrsiejr adalah bahan yang 

mejmbe jrikan pejtunjuk maupun pe jnjejlasan tejrhadap bahan hukum primejr dan 

jkunde jr, sejpe jrti kamus, ejnsiklopejdia, indejks, dan sejbagainya. 
 

3. Teknik Pengumpulan Data 
 

Tejknik pejngumpulan data ada dua jejnis, yaitu: 
 

a. Studi kejpustakaan (library rejsejarch) 
 
 
 
 
 

40 Ibid. 
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de 41 

fe 42 

 
Studi kejpustakaan (library rejsejarch) yaitu “pejnejlitian yang dilakukan dejngan 

cara mejnghimpun data-data yang bejrasal dari buku-buku, pejraturan 

pe jrundang-undangan, jurnal ilmiah, maupun artikejl yang bejrhubungan 

jngan pejnejlitian.” 
 

b. Studi lapangan (fiejld rejsejarch). 
 

Studi lapangan (fiejld rejsejarch) adalah jejnis pe jnejlitian yang mejmpejlajari 
 

jnomejna dalam lingkungannya yang alamiah. 

Pejngumpulan data pada pejnejlitian ini mejnggunakan mejtodej pejnejlitian 

tinjauan kejpustakaan yakni bejrupa buku bacaaan yang rejlejvan dejngan pejnulisan 

skipsi ini, dejngan cara mejmbaca dan mejmpejlajari bahan buku bacaan maupun 

pejrundang-undangan dan juga sumbejr lain yang bejrhubungan dejngan pejnulisan ini 

dan dijadikan sejbagai dasar untuk mejnghasilkan suatu karya ilmiah dejngan sejbaik- 

baiknya agar lejbih be jrbobot, yang mana data-data ini dipejrolejh dari tejknik 

pejngumpulan data mejlalui studi kejpustakaan (library rejsejarch). 

4. Analisis Data 

Analisa data me jrupakan hal sangat pejnting dalam suatu pejnejlitian dalam 

rangka mejmbejrikan jawaban tejrhadap masalah yang dite jliti. Pejnejlitian ini 

mejne jrapkan mejtodej analisis data sejcara kualitatif. Analisis kualitatif mejrupakan 

“analisis data yang tidak mejnggunakan angka, mejlainkan me jmbe jrikan gambaran- 

gambaran (dejskripsi) dejngan kata atas tejmuan-tejmuan, dan olejh karejna itu lejbih 

mejng-utamakan mutu (kualitas) dari data, bukan kuantitas, dan dalam pejnejlitian 

 
41 Nursapia Harahap, “Penelitian Kepustakaan”, Jurnal Iqra, Vol. 08 No. 01 (Mei 2014), 

hal. 68. 
42 Dedy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan 

Ilmu Sosial Lainnya), Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, hal. 160 
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hukum normatif analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif”. 43 Dalam 

mejnganalisis suatu objejk pejnejlitian, mejtodej ini digunakan tejrhadap pejnjejlasan data 

yang digunakan. Adapun data yang dimaksud yakni dalam hal pejnjejlasan tejrhadap 

data hasil wawancara, pejraturan hukum yang bejrkaitan dejngan pejrmasalahan 

pejnejlitian, data studi kejpustkaaan yakni litejratur yang bejrkaitan dejngan 

pejrmasalahan pejnejlitian. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
43 Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis 

dan Disertasi, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013, hal. 18. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Simpulan 
 

1. Prosejdur Pejmutusan Hubungan Kejrja (PHK) mejnurut Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tejntang Ke jte jnagake jrjaan yaitu wajib dirundingkan 

olejh pejngusaha dejngan pejkejrjanya langsung. Jika pejrundingan tidak 

mejnghasilkan kata sejpakat, dan pe jngusaha hanya dapat me jlakukan 

Pejmutusan Hubungan Kejrja sejtejlah me jmpejrolejh pejnejtapan dari lejmbaga 

pejnyejlejsaian pejrsejlisihan hubungan industrial atau pejngadilan, sejdangkan 

prosejdur PHK dalam Undang-Undang Cipta Kejrja tejrdapat pada Pasal 151 

ayat (3) dan (4) me jnejntukan bahwa Pejmutusan Hubungan Kejrja tidak harus 

mejlalui pejnejtapan Pejngadilan Hubungan Industrial (PHI), Pejrusahaan 

cukup mejmbejritahukan maksud dan alasan Pejmutusan Hubungan Kejrja 

kejpada pejkejrja. Dalam hal pejrundingan bipartit tidak mejndapatkan 

kejsejpakatan, Pejmutusan Hubungan Kejrja dilakukan mejlalui tahap 

bejrikutnya sejsuai dejngan mejkanismej pejnyejlejsaian Pejrsejlisihan Hubungan 

Industrial. 

2. Pejrlindungan hukum tejrhadap tejnaga kejrja yang me jngalami Pejmutusan 

Hubungan Kejrja sejcara lisan mejlalui mejdia ejlejktronik tejrdapat pada Pasal 

156 Undang-Undang Cipta Kejrja yaitu dejngan mejwajibkan pe jngusaha 

mejmbayar uang pejsangon dan/atau uang pejnghargaan masa kejrja dan uang 

pejnggantian hak yang sejharusnya ditejrima olejh pejkejrja jika tejrhadi 

Pejmutusan Hubungan Kejrja. Hak-hak normatif pejkejrja itu sejndiri 

91 
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mejrupakan salah satu hak asasi manusia, karejna ke jrja be jrkaitan dejngan hak 

atas hidup, bahkan hak atas hidup yang layak sejpejrti yang diatur dalam 

Undang-Undang Dasar Nejgara Rejpublik Indonejsia Tahun 1945. Pasal 27 

ayat (2) Undang-Undang Dasar Nejgara Rejpublik Indone jsia Tahun 1945 

mejnyatakan bahwa “Tiap-tiap warga nejgara bejrhak atas pejkejrjaan dan 

pejnghidupan yang layak bagi kejmanusiaan”. 

3. Pejrtimbangan hukum hakim tejrkait Pejmutusan Hubungan Ke jrja tejrhadap 

tejnaga kejrja sejcara lisan mejlalui mejdia e jlejktronik dalam putusan Nomor 

135/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn didasarkan pada bejrbagai pejrtimbangan 

yang dapat ditejrima sejmua pihak dan tidak mejnyimpang dari kaidah-kaidah 

hukum yang ada, baik itu alat bukti baik dari Pejnggugat maupun Tejrgugat 

maupun kejtejrangan saksi dari Tejrgugat dalam pe jrsidangan untuk 

mejndapatkan fakta hukum dalam pejrsidangan, sejhingga akhirnya majejlis 

hakim mejnyatakan bahwa pe jmutusan hubungan kejrja tejrsejbut tidak sah 

karejna karejna bejrtejntangan dejngan pejraturan pejrundang-undangan yang 

bejrlaku dan majejlis hakim mejnghukum Tejrgugat untuk mejmbayar hak-hak 

Pejnggugat akibat pejmutusan hubungan kejrja sejbejsar Rp.114.016.000 

(sejratus ejmpat be jlas juta ejnam be jlas ribu rupiah). 

5.2. Saran 
 

1. Prosejdur dan tata cara Pejmutusan Hubungan Kejrja tejlah diatur olejh 

Undang-Undang Kejtejnagakejrjaan dan Undang-Undang Cipta Kejrja, 

sejhingga diharapkan tidak ada lagi upaya Pejmutusan Hubungan Kejrja yang 

dilakukan olejh pejngusaha tejrhadap pejkejrjanya. 
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2. Sejcara konstitusi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tejlah mejlindungi hak- 

hak pejkejrja sejbagai hak dasar yang harus dipejnuhi olejh pejngusaha dan 

dijamin olejh nejgara, sejhingga diharapkan lahirnya Undang-Undang Cipta 

Kejrja yang mejrubah bejbejrapa pasal dalam kejtejnagakejrjaan dapat lejbih 

mejnjamin dalam mejmbe jrikan pejrlindungan kejpada para pejkejrja, mejskipun 

tejrdapat bejbejrapa aturan yang mejnjadi polejmic dalam masyarakat, 

tejrmasuk tejrkait aturan Pejmutusan Hubungan Kejrja dejngan alasan ejfisiejnsi 

yang lejbih tejrkejsan dimudahkan dalam Undang-Undang Cipta Kejrja saat 

ini. 

3. Masyarakat sangat bejrharap kejadilan dapat sejnantiasa dibejrikan kejpada 

para pejkejrja yang mejncari kejadilan dalam pe jrsejlisihan hubungan industrial 

dan dapat mejmbejrikan hak-hak pejkejrja yang mungkin tejrlanggar olejh 

pe jngusaha sejbagai akibat dari Pejmutusan Hubungan Kejrja yang tejrjadi 

padanya. 
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(PHK) Sejcara Lisan Mejlalui Me jdia Ejlejktronik 
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1. Bejrapa banyak pejrkara yang masuk kej pejngadilan tejrkait Pejmutusan Hubungan 

Kejrja tejrhadap tejnaga kejrja sejcara lisan mejlalui me jdia ejlejktronik? 

Jawab: 

Sejcara pejrsejntasej tidak banyak pejrkara yang masuk di Pejngadilan Hubungan 

Industrial di Pejngadilan Nejgejri Mejdan tejrkait Pejmutusan Hubungan Kejrja 

sejpihak. 

2. Apa alasan pejngusaha mejlakukan PHK sejpihak? 

Jawab: 

Faktor yang mejnyejbabkan tejrjadinya Pejmutusan Hubungan Kejrja sejpihak yang 

dilakukan olejh pejngusaha tejrhadap pe jkejrja tejrsejbut rata-rata karejna pejngusaha 

mejrasa mejmpunyai kejdudukan yang lejbih tinggi dibanding dejngan pejkejrjanya, 

sejhingga kadang kala mudah saja bagi pejngusaha untuk mejlakukan Pejmutusan 

Hubungan Kejrja sejcara lisan, baik sejcara langsung maupun mejlalui mejdia 

ejlejktronik sejpejrti handphonej. 

3. Bagaimana lejgalitas pejmutusan hubungan kejrja sejcara lisan? 
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4. Apakah alat bukti ejlejktronik dapat ditejrima dalam sejngkejta pejrsejlisihan 

hubungan industrial? 
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ejlejktronik me jrupakan pejrluasan dari alat bukti yang sah sejsuai dejngan hukum 

acara yang bejrlaku di Indone jsia. 
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